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Abstrak 

Bisnis atau perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 
ekonomi individu maupun masyarakat, maka Islam menuntut orang yang berprofesi 
di bidang ini untuk mematuhi etika perdagangan dalam Islam. Dalam etika itu antara 
lain Islam mengutuk keras orang yang melakukan kecurangan dalam berbisnis, 
karena praktek yang penuh kecurangan akan menimbulkan kerugian dan kezaliman 
kepada orang lain dan hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. 

Lembaga BMT telah menjadi lembaga keuangan rakyat, karena 
keberadaannya memudahkan aktifitas ekonomi masyarakat kecil hingga menengah. 
Dalam menjalankan fungsi pembiayaan (financing), BMT harus mengaplikasikan 
prinsip kepercayaan (fiduciary principle) dan prinsip kehati-hatian (frudential 
principle) untuk menghindari implikasi ketidakpastian dan tindakan wanprestasi salah 
satu pihak, di antara  aplikasi dari prinsip kehati-hatiannya adalah dengan 
memperoleh jaminan pada produk pembiayaan dan prinsip mengenal nasabah. 

Salah satu BMT yang terdapat di Yogyakarta adalah BMT Beringharjo, ada 
beberapa kasus etikat tidak baik dari nasabah yang memberikan jaminan dalam 
produk pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta. Beberapa kasus tersebut 
diantaranya adalah menjaminkan barang jaminan yang sudah dijaminkan kemudian 
orangnya melarikan diri, pemalsuan tanda tangan, dan seorang yang menjaminkan 
kios pasar kemudian harga kios pasarnya ditinggikan. Kemudian ada lagi seorang 
nasabah yang memberikan jaminan berupa “cek kosong”. 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, 
Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang 
artinya hasil dari data primer dianalisis menggunakan Etika Bisnis dalam 
perspektif Islam khususnya pemikiran Al-Ghazali.  

Tahapan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dalam penanganan jaminan 
dalam pembiayaan bermasalah adalah dengan pendekatan secara lunak atau persuasif 
yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan nasabah, 
menjelaskan bahwa dana yang dikelola merupakan milik ummat. Maka tahap yang 
pertama melalui negosiasi/musyawarah (non litigasi), dimana dari hasil musyawarah 
ada penyitaan barang jaminan dan ada pembiayaan yang diikhlaskan melalui 
cadangan penghapusan pembiayaan (CPP) pada setiap akhir tahun. Penanganan yang 
kedua adalah melalui pengadilan (litigasi), yang dilakukan bila segala upaya persuasif 
gagal dilaksanakan. Penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang 
memberikan jaminan dengan etikad tidak baik masih lebih banyak diselesaikan secara 
musyawarah daripada secara litigasi. 

Pananganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan 
dengan etikat tidak baik bila dilihat dari perspektif al-Ghazali adalah sudah 
memenuhi aspek keadilan, memelihara relasi bisnis secara baik dan bersikap amanah, 
dan mengurangi margin keuntungan bahkan dengan adanya cadangan penghapusan 
pembiayaan (CPP).  



MOTTO 

 

             …    

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 
kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”…. 

(QS Al-Israa’,17:7) 

 

 

Yang singkat itu - "waktu" 
Yang menipu itu - "dunia" 

Yang dekat itu - "kematian" 
Yang besar itu - "hawa nafsu" 

Yang berat itu - "amanah" 
Yang sulit itu - "ikhlas" 

Yang mudah itu - "berbuat dosa" 
Yang susah itu - "sabar" 

Yang lupa itu - "bersyukur" 
Yang membakar amal itu - "mengumpat" 

Yang ke neraka itu - "lidah" 
Yang berharga itu - "iman" 

Yang ditunggu Allah S.w.t itu -"taubat" 
Yang mententeramkan hati itu - "teman sejati" 

 
(Imam Al-Ghazali) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya lembaga keuangan dibagi dalam dua kategori, yaitu lembaga 

keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank 

merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan keuangan yang paling 

lengkap dengan berbagai kegiatan diantaranya, memberikan pelayanan penyaluran 

dana atau memberikan pembiayaan dan juga melakukan usaha menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank memiliki keunggulan dalam 

memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara lembaga keuangan 

lainnya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, terfokus pada salah satu 

bidang saja apakah pelayanan penyaluran dana maupun penghimpunan dana, 

meskipun ada juga lembaga yang juga melakukan keduanya.1  

Untuk meningkatkan kualitas lembaga keuangan agar bisa memberikan 

pelayanan yang maksimal maka lembaga keuangan tersebut harus dikelola secara 

profesional. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi 

dan bercirikan syariah adalah Baitul Maal wa Tamwil (yang selanjutnya disingkat 

BMT), dimana BMT memerlukan berbagai prinsip manajemen untuk 

mengelolanya. Oleh karena itu, BMT tidak bisa dikelola hanya bekal semangat 

                                                            
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 25. 
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saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara 

maksimal.  

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh BMT tidak hanya pada 

legitimasi dan dasar legal formal atas eksistensi BMT saja, tetapi lebih dari itu. 

Dalam prakteknya juga menghadapi kendala operasional, misalnya konsistensi 

penerapan prinsip-prinsip syar’i yang menjadi sumber rujukan dalam segala 

aktifitasnya. 

Sebagai contoh keharusan adanya jaminan dalam setiap akad pemberian 

pembiayaan baik menggunakan skema akad mudharabah, musyarakah, bai al-

murabahah, atau juga menggunakan gadai (rahn). Hampir dalam setiap bentuk 

akad yang diterapkan selalu mempersyaratkan adanya barang jaminan. Padahal 

jika kita melihat aturannya tidak semua akad pembiayaan harus disertai dengan 

adanya barang jaminan. Misalnya akad mudharabah, dan qardul hasan. 

Pensyaratan adanya jaminan sebetulnya menjadi wajar karena hal tersebut juga 

tersirat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan. 

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia." 

Kemudian dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) disebutkan: “Kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, 
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sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko 
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk 
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 
penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan 
tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari 
Nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian 
kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan 
atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat 
berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 
bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu 
tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis 
dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang 
yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal 
dengan agunan tambahan.” 

 
Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan unit 

usaha syariah ( yang selanjutnya disingkat UUS) mengandung resiko kegagalan 

atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan bank syariah dan UUS.2 Untuk mengamankan dana masyarakat yang 

disalurkan tersebut, Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan bahwa dalam 

melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan/atau UUS harus menilai 

agunan yang diberikan oleh nasabah, apakah agunan tersebut sudah cukup 

memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi 

kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran 

kembali pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.3 

                                                            
2 Lihat penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah. 
3 Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (2) alinea keempat UU Perbankan Syariah. 
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Bisnis atau perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat, maka Islam menuntut orang 

yang berprofesi di bidang ini untuk mematuhi etika perdagangan dalam Islam. 

Dalam etika itu antara lain Islam mengutuk keras orang yang melakukan 

kecurangan dalam berbisnis, karena praktek yang penuh kecurangan akan 

menimbulkan kerugian dan kezaliman kepada orang lain dan hal ini sangat 

bertentangan dengan ajaran Islam.4 Etika adalah titik berangkat dari sistem 

ekonomi Islam, dimana bisnis adalah merupakan sub sistem dari ekonomi Islam 

itu secara keseluruhan. Tiga hal yang merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan etika bisnis secara umum, yaitu adanya unsur kebatilan, kerusakan, dan 

kezaliman. Ketiganya merupakan tolak ukur untuk menilai atau menetapkan 

apakah suatu kegiatan bisnis dapat dibenarkan atau tidak menurut etika.  

Lembaga BMT telah menjadi lembaga keuangan rakyat, karena 

keberadaannya memudahkan aktifitas ekonomi masyarakat kecil hingga 

menengah. Didasarkan bahwa BMT dituntut untuk ikut berkontribusi 

meningkatkan taraf perekonomian dan kestabilan struktur ekonomi mikro, maka 

fungsi penyaluran dana memiliki andil cukup besar dibandingkan fungsi 

menghimpun dan menawarkan jasa keuangan. Melalui berbagai ragam produk 

pembiayaan (financing) yang ditempuh dengan langkah-langkah inovatif 

(memperluas jaringan, mengedepankan penerapan sistem keamanan transaksi 

                                                            
4 Alwi Syahab, Memilih Bersama Rasulullah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 

hlm. 142. 
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berbasis teknologi, kreatifitas daya tarik produk keuangan) akan mampu 

disalurkan kepada sektor-sektor prospektif kepada masyarakat maupun perusahaan 

berbasis unit usaha makro dan mikro. Dalam menjalankan fungsi pembiayaan 

(financing), BMT harus mengaplikasikan prinsip kepercayaan (fiduciary principle) 

dan prinsip kehati-hatian (frudential principle) untuk menghindari implikasi 

ketidakpastian dan tindakan wanprestasi salah satu pihak.5 Di antara  aplikasi dari 

prinsip kehati-hatiannya adalah dengan memperoleh jaminan pada produk 

pembiayaan dan prinsip mengenal nasabah. 

Pemberi pinjaman bisa meminta beberapa jaminan dimana dia bisa 

memiliki dasar yang mungkin munculnya suatu kegagalan oleh peminjam. 

Jaminan adalah perlindungan kafalah di dalam hukum komersial Islam. Ada dua 

jenis dari jaminan: kafalah (keyakinan) dan rahn (kepastian). Kafalah dan rahn 

saling berhubungan dalam kasus utang, tetapi mereka memiliki fungsi yang 

berbeda. Pada perjanjian kafalah, pihak ketiga menjadi penjamin untuk membayar 

utang, tetapi di dalam rahn, debitur memindah tangguhkan sebuah kepastian untuk 

jaminan pembayaran utang. Saling setuju adalah dasar dari resminya kedua 

kontrak itu, seperti pada transaksi usaha. Rahn juga menghormati sebuah 

kepercayaan, kreditur memegang kepastian kepemilikan sebagai sebuah 

kepercayaan.6 Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang 

                                                            
5 Abdul Ghafur Anshori, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), hlm. 20  
6 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Banking & Finance, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 

hlm. 189 
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memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan, sebab tujuan 

adanya jaminan adalah menyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan 

segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.  

Prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) adalah 

membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah 

sebagai upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai 

sarana kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 

oleh pelaku kejahatan. Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah yang 

terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, 

pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan 

prosedur manajemen resiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan 

agar bank dapat mengenali profil nasabah, maupun karakteristik setiap transaksi 

nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan 

mencurigakan (suspicious transactions). Dengan menerapkan prinsip mengenal 

nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan resiko yang 

mungkin timbul.7 Praktik perlunya kehati-hatian dalam mengelola nasabah karena 

memiliki kemungkinan kehilangan dana dengan cepat.8 Prinsip mengenal nasabah 

juga yang seharusnya diterapkan di BMT.  

Salah satu BMT yang terdapat di Yogyakarta adalah BMT Beringharjo 

yang berdiri secara informal pada 31 Desember 1994, yang selanjutnya diresmikan 
                                                            

7 Veithzal Rivai & Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta: 
Gramedia, 2013), hlm. 405-406. 

8 Ibid,, hlm. 275. 
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pada 21 April 1995 oleh Menristek Prof. Dr. B. J Habibie berkantor di Masjid 

Muttaqien Pasar Beringharjo dan berbadan hukum pada tahun 1997.9 Dan telah 

memiliki berbagai produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut10: Musyarakah 

(MSA), Mudharabah (MDA), Murabahah (MBA), Bai’u Takjiri (BAT), Ijarah, 

Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT), dan Qordhul Hasan.  

Dalam penelitian ini penulis memilih BMT Beringharjo sebagai tempat 

penelitian dikarenakan diantaranya BMT Beringharjo memiliki sistem manajemen 

yang bagus, dapat dilihat dengan BMT Beringharjo yang bergerak pada dua sektor 

yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul maal BMT Beringharjo lebih mengarah 

pada sektor sosial yang bergerak dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan 

yang dihimpun dari ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Wakaf) dan menyalurkan 

dana sosial keagamaan tersebut pada pemberdayaan umat khususnya masyarakat 

dhuafa. 

Di antara program yang bersifat charity adalah tebar senyum berbagi 

sesama, beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, klinik sehat Muttaqin dan lain 

sebagainya. Sedangkan program unggulan baitul maal dalam pemberdayaan 

masyarakat adalah Sahabat Ikhtiar Mandiri (SIM) dan Bina Mitra (Binar), Simbah 

Harjo, Kompakharjo dan lain sebagainya. BMT Beringharjo bersama masyarakat 

untuk bersama-sama keluar dari kemiskinan. Sehingga BMT Beringharjo tetap 

eksis diterima oleh masyarakat.  

                                                            
9 http://www.bmtberingharjo.com/pages-105-History.html. 
10 http://www.bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html. 

http://www.bmtberingharjo.com/pages-105-History.html
http://www.bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html
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Selain itu, BMT Beringharjo merupakan BMT dengan market share yang 

besar untuk saat ini. BMT Beringharjo Yogyakarta merupakan salah satu BMT 

pertama di Yogyakarta, dan saat ini BMT Beringharjo merupakan BMT yang 

mengusai pasar Beringharjo yang memiliki tempat yang strategis dan sudah 

memiliki aset mencapai 98M, untuk dana funding (penghimpunan dana) 73M, dan 

92M untuk dana lending (penyaluran dana) pada tahun 2014. Serta memiliki 

jumlah anggota sebanyak 487 dan jumlah anggota yang dilayani sebanyak kurang 

lebih 38.000 orang.11 

Pada bulan Agustus 2015, penulis melakukan pra penelitian di BMT 

Beringharjo Yogyakarta, dari hasil pra penelitian tersebut, penulis bertemu dengan 

Bapak Bey Arifin, SIP selaku staff RD, beliau mengatakan bahwa ada beberapa 

kasus etikat tidak baik dari mitra yang memberikan jaminan dalam produk 

pembiayaan di BMT Beringharjo Yogyakarta. Beberapa kasus tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Seorang nasabah yang menjaminkan BPKB mobil, setelah dijaminkan di BMT 

Beringharjo dijaminkan kembali ke tempat lain, ketika akan melakukan 

eksekusi benda jaminan sudah tidak ada di tempat, dan keberadaan mitra sudah 

tidak diketuhui lagi.  

                                                            
11 Laporan RAT KJKS BMT Beringharjo Tutup Tahun Buku 2014. 
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2. Dan kasus yang sering terjadi adalah seorang mitra yang memalsukan tanda 

tangan istri. Seorang suami yang mengajukan pembiayaan maka diperlukan 

tanda tangan istri, dari sini suami memalsukan tanda tangan istri.12 

3. Ada lagi seorang mitra yang menjaminkan kios pasar. Namun harga dari kios 

pasar tersebut ditinggikan dengan maksud agar memperoleh jumlah 

pembiayaan yang lebih besar.13 

4. Dalam kasus yang lain, mitra yang menjaminkan cek kosong.14 

Sebuah utang harus dibayar, pemberi pinjaman bisa meminta beberapa 

jaminan di mana dia bisa memiliki dasar yang mungkin munculnya suatu 

kegagalan oleh peminjam. Sebuah jaminan tidak akan efektif jika pada kasus 

barang pada kepercayaan ditangan pada debitur utama.15 

Berdasarkan pandangan tersebut, menjadi kegelisahan akademik penulis 

merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji hal tersebut. segala realita 

yang berkaitan dengan penanganan BMT Beringharjo terhadap etika nasabah 

dalam memberikan jaminan pada produk pembiayaan kemudian ditinjau dari etika 

bisnis syariah dengan menggunakan konsep etika bisnis Al-Ghazali, mengkaji 

penelitian ini dengan judul Penanganan Jaminan dalam Pembiayaan Bermasalah 

di BMT Beringharjo Yogyakarta (Tinjauan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam). 
                                                            

12 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Bey Arifin, Staff RD pada hari Selasa, 25 
Agustus 2015. 

13 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Subadi, Staff  manager marketing  pada hari 
Rabu,  20 Januari 2016. 

14 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Bey Arifin, Staff RD pada hari Selasa, 15 
September  2015. 

15 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Banking and Finance, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 
hlm. 189-190. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana penanganan BMT Beringharjo Yogyakarta terhadap nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikat tidak baik?  

2) Bagaimana tinjauan etika bisnis dalam perspektif Islam menurut pemikiran al-

Ghazali terhadap penanganan BMT Beringharjo Yogyakarta terhadap nasabah 

yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan memberi jawaban dari permasalahan di atas yaitu: 

1. Menganalisis bagaimana penanganan BMT Beringharjo Yogyakarta terhadap 

nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik.  

2. Menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis dalam perspektif Islam dalam 

penanganan BMT Beringharjo Yogyakarta terhadap nasabah yang memberikan 

jaminan dengan etikat tidak baik menurut pemikiran al-Ghazali. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan baru tentang 

bagaimana etika nasabah dalam memberikan jaminan di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 
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2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan motivasi 

bagi para peneliti yang lain dalam mengembangkan penelitiannya di bidang ini 

demi terwujudnya ekonomi Islam yang membumi dan bermanfaat untuk 

pemberdayaan umat. 

3. Dapat menambah pengetahuan masyarakat serta daya kritisnya terhadap 

pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan 

prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. 

 

E. Kajian Pustaka 

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa hasil penelitian, pembahasan 

tentang BMT sudah banyak. Untuk mendukung persoalan, penulis berusaha 

mengambil referensi dan rujukan yang relevan terhadap masalah yang menjadi 

objek penelitian. Penulis menemukan beberapa penelitian berupa tesis, yaitu 

sebagai barikut: 

Tesis Andy Fathur Rahman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Faktor yang Menyebabkan 

Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah (Studi Penelitian di 

BTN Syariah Cabang Solo)”. Penelitian ini membahas tentang kriteria moral 

hazard nasabah menurut BTN Syariah adalah segala bentuk kondisi ketika 

nasabah tidak mau dan atau tidak mampu menunaikan kewajiban membayar pokok 

modal dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan  -antara bank dan nasabah- yang 

dilakukan di awal kontrak pembiayaan. Selanjutnya Asymmetric information, 
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karakter nasabah, cakupan kontrak, dan monitoring merupakan faktor yang 

menyebabkan terjadinya moral hazard nasabah. Lemahnya integritas manajerial 

atau rendahnya kualitas karakter nasabah seperti perilaku curang, kebohongan, dan 

keserakahan merupakan salah satu faktor yang mendasari berbagai kejadian moral 

hazard nasabah di BTN Syariah.16 

Tesis Niken Wahyuningrum, Universitas Indonesia pada tahun 2012. 

Dengan judul “Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah”. 

Penelitian tersebut membahas tentang musyarakah di Indonesia mengadopsi apa 

yang disyariatkan dalam fiqh dengan juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah 

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan dalam hal terjadi kondisi dimana 

nasabah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam akad 

musyarakah antara bank dengan nasabah atau terjadi kegagalan pembayaran 

kembali porsi modal bank, maka nasabah hanya bertanggung jawab untuk itu 

apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat kerugian 

usaha, dimana kerugian tertentu tidak dikarenakan kelalaian nasabah. Untuk 

membuktikan ada tidaknya kelalaian dan demi menjaga prinsip keadilan dalam 

bermuamalah, maka harus melalui prosedur hukum sebagaimana telah disepakati 

bersama pada saat dibuatnya akad musyarakah.17 

                                                            
16 Andy Fathur Rahman, Analisis Faktor yang Menyebabkan terjadinya Moral Hazard 

Nasabah Pembiayaan Mudharabah (Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo), Tesis yang tidak 
diterbitkan UIN Sunan Kalijaga 2010. 

17 Niken Wahyuningrum, Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah,  Tesis 
yang tidak diterbitkan Universitas Indonesia 2012. 
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Tesis Yusron Hanafi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pada tahun 2011. Dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Praktek 

Pembayaran Konsinyasi Antara Pihak Komisioner dengan Pihak Distributor di 

Pasar Besar Ngawi”. Dalam penelitiannya membahas tentang Etika Bisnis Syariah 

menilai bahwa praktek konsinyasi yang dilakukan para pedagang yang ada di 

Pasar Besar Ngawi melanggar nilai-nilai dalam Etika Bisnis Syariah seperti 

dholim, penipuan, dan tidak menepati janji namun tidak semua para pedagang 

berprilaku yang tidak sesuai dengan Etika Bisnis Syariah.18 

Tesis Ahmad Ma’sum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2013. Adapun judul penelitiannya adalah “Implementasi 

program CSR pada PT. Perkebunan Mitra Ogan (Tinjauan Etika Bisnis Syariah)”. 

Membahas tentang program CSR yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan 

telah sesuai dengan peraturan CSR Indonesia. Kedua, Tentang tinjauan etika bisnis 

syariah terhadap implementasi program CSR pada PT. Perkebunan Mitra Ogan 

telah sesuai karena telah memenuhi kriteria etika bisnis Islam seperti tanggung 

jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika dan tanggung 

jawab berprikemanusiaan.19 

Tesis Niken Agustin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pada tahun 2015. Dengan judul “Implementasi Norma-Norma Etika Bisnis Syariah 

                                                            
18 Yusron Hanafi, Tinjauan Etika Bisnis Syariah Terhadap Praktek Pembayaran Konsinyasi 

Antara Pihak Komisioner dengan Pihak Distributor di Pasar Besar Ngawi, Tesis yang tidak 
diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 

19 Ahmad Ma’sum, Implementasi Program CSR pada PT. Perkebunan Mitra Ogan (Tinjauan 
Etika Bisnis Syariah), Tesis yang tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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Pada Pamella Swalayan di DIY Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif Al-Ghazali”. 

Membahas tentang implementasi nilai-nilai syariah pada Pamella Swalayan di 

DIY dengan dikorelasikan menggunakan aspek etika bisnis perspektif al-

Ghazali.20 

Menurut hasil pengamatan penulis, setelah dilakukan penelusuran 

kepustakaan dari berbagai literatur dan hasil karya yang ada, penelitian mengenai 

“PENANGANAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT 

BERINGHARJO YOGYAKARTA (Tinjauan Etika Bisnis dalam Perspektif Islam)”, 

belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali berbagai literatur dan tulisan yang 

dijadikan sebagai sumber rujukan yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Adapun perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal kasus 

atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh nasabah dalam memberikan aspek 

jaminan. Penulis lebih memfokuskan pada penanganan jaminan dalam pembiayaan 

bermasalah yang ditinjau dan dianalisis dengan etika bisnis dalam perspektif Islam 

menurut perspektif al-Ghazali. 

 

F. Kerangka Teoritik   

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang 

benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral. Sebagaimana 

                                                            
20 Niken Agustin, Implementasi Norma-Norma Etika Bisnis Syariah pada Pamella Swalayan 

di DIY Ditinjau dari Etika Bisnis Perspektif Al-Ghazali, Tesis yang tidak diterbitkan oleh UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis 

tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat 

modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan 

kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.21 

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan 

standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan 

bermoral. Artinya, etika bisnis merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

Pelaku bisnis tanpa memperhatikan nilai-nilai etik dan ajaran agama 

cenderung memanfaatkan kesempatan bisnis tidak untuk kemaslahatan manusia, 

karena dalam benaknya hanya terlintas bagaimana caranya mendapatkan 

keuntungan dan pendapatan material meski dengan cara yang melanggar etika dan 

salah sehingga selain terjadi kekerasan dan korupsi, mereka juga melakukan 

penipuan, perbuatan amoral, sampai dengan tindakan dan kebijakan yang 

bertentangan dengan ketentuan Tuhannya. Dewasa ini sudah sangat sering 

ditemukan kasus penipuan-penipuan, mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan 

produk, pengoplosan sampai dengan pencurian yang menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi canggih. Penyakit sosial ini tidak dapat diatasi dengan 

perangkat hukum yang ada tanpa dukungan nilai-nilai moral yang etis.22 

                                                            
21 Veithzal Rivai dkk, Islamic Business and Economic Ethics, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2012), hlm. 4. 
22 Erni R. Ernawan, Business Ethics, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 214-215. 
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Al-Ghazali menjelaskan beberapa prinsip etika dalam bermuamalah, 

diantaranya adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan 

berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Seluruh apa yang 

dipandang memudharatkan orang yang bermuamalah itu adalah kezhaliman. Dan 

keadilan itu hanyalah tidak memudharatkan saudaranya yang muslim. Pedoman 

yang meyeluruh padanya adalah ia tidak mencintai saudaranya kecuali sesuatu 

yang ia cintai bagi dirinya. 

Adapun secara umum keadilan di dalam empat hal yaitu23: 

a. Tidak memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada padanya. 

b. Tidak menyembunyikan sama sekali akan cacat-cacatnya dan sifat-sifatnya 

yang tersembunyi sedikitpun. 

c. Tidak menyembunyikan sedikitpun mengenai timbangan dan ukurannya. 

d. Dan tidak menyembunyikan harganya, di mana seandainya orang yang 

bermuamalah itu mengetahuinya.  

Dalam pandangan syariat kejujuran mengandung makna yang amat luas 

dan mencakup banyak segi pengertian. Ruang lingkupnya meliputi segenap 

perasaan manusia yang ingin melaksanakan dengan baik segala sesuatu yang 

dipercayakan kepadanya atas dasar kesadaran bahwa dirinya bertanggung jawab di 

hadapan Tuhannya. Kejujuran menunaikan amanah yang berarti menjaga baik-

baik setiap hak dan kewajiban serta menjauhkan orang dari pekerti rendah hanya 

                                                            
23 al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin,Terj. Moh. Zuhri, (Semarang: Asy Syifa, 1992), hlm. 247-

248. 
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dapat dilaksanakan oleh orang yang berhati nurani mantap dan beriman teguh. 

Orang-orang yang berkhianat, bersikap munafik dan menyekutukan Allah, mereka 

itu adalah orang-orang yang jiwanya memang tercekam kezhaliman dan 

kebodohan.24  

Menurut imam Al-Ghazali dalam bukunya ‘Ihya Ulumuddin, ihsan 

(perbuatan baik) yaitu tidak menipu orang lain dengan sesuatu yang tidak berlaku 

menurut kebiasaan. Memberikan kemudahan dalam jual beli adalah 

disunnahkan.25 Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah 

terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan 

keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat.26  

Bank Sentral Islam seharusnya meletakkan suatu aturan yang definit dan 

jelas singkat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan yang 

dilakukan oleh bank-bank komersial atau para peminjamnya. Bank harus meneliti 

secara seksama setiap pengajuan dan mengadakan supervisi terhadap semua proses 

pinjaman berjaminan untuk menyakinkan bahwa jumlah total sesuai dengan 

proporsi permintaan dana tunai masyarakat dan bahwa dana-dana baru tidak 

digunakan sebagai instrumen pinjaman lebih lanjut untuk pengusaha.27 

                                                            
24 al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, terj. Abu Laila & Muhammad Tohir, (Bandung: PT. 

Al-Ma’arif, 1995), hlm. 81 
25 Moh. Zuhri, Ihya’ ‘Ulumiddin.., hlm. 147 
26 Eius Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2009), hlm. 116-117. 
27 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid IV (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

2003), hlm. 497. 
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Pada tahun-tahun awal kemunculan Bank Islam, para banker Islam telah 

gagal bertindak cermat dan mempraktikkan kehati-hatian yang sepantasnya 

dimiliki oleh para banker karena adanya asumsi-asumsi implisit mengenai 

kebaikan para nasabah dan pekerja mereka. Pada faktanya, penjajakan yang 

singkat dalam aktivitas-aktivitas profit and loss sharing terbukti mendatangkan 

malapetaka. Para eksekutif bank mengakui bahwa mereka harus mempercayai 

orang-orang yang tidak pantas menerima kepercayaan mereka.28  

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu 

perjanjian memiliki asas-asas khusus, yaitu29: 

a. Hubungan kepercayaan (fiduciary Relation): unsur-unsur dari hubungan 

kepercayaan ini menuntut bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan 

masyarakat dengan kekuatan financial yang dimilikinya. Bank tidak boleh 

hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan diri sendiri, namun juga 

harus memperhatikan kepentingan nasabahnya. 

b. Hubungan kerahasiaan (confidential relation): bank wajib merahasiakan 

keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang lazim dirahasiakan 

dalam perbankan, kecuali dalam urusan perpajakan dan peradilan pidana. 

                                                            
28 Ibrahim Warde, Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 332. 
29 Edy Wibowo & Untung Hendy, Mengapa Memilih Bank Syariah?, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), hlm. 71-72. 
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c. Hubungan kehati-hatian (prudential relation): pasal 2 Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia 

menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. 

Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat 

dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan 

prinsip 6 C’s. Keenam prinsip klasik tersebut adalah30: 

1. Character adalah keadaan watak/sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap 

karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan 

nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan. 

2. Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib. 

Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 

kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa 

lebih yakin memberikan pembiayaan.  

3. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari 

penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon 

mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to 

pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. 

                                                            
30 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 348-353. 
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4. Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap 

pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial mudharib kepada bank. 

Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan 

status hukumnya. 

5. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan 

budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada 

suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. 

6. Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha 

pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran 

batu bata. 

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian 

Account Officer adalah character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka 

prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak. 

Penjamin adalah pemilik resiko dan penghargaan untuk kepastian komoditi 

dimana dia sebagai pemiliknya, dan telah memberikan miliknya sebagai suatu 

jaminan. Dengan persetujuan, jika kepastian menghilangkan/hilang tanpa kelalaian 

atau adanya kesalahan dari kepastian tersebut, kerugian adalah milik debitur. 

Debitur, menjadi sebuah kepercayaan, tidak bisa membantu tanggung jawab untuk 
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menghilangkan jaminan, dan meskipun tidak bisa ditutupi dari debitur apa yang 

telah dia pinjam dari dirinya.31 

Untuk menghindari implikasi ketidakpastian dan tindakan wanprestasi 

salah satu pihak maka perlu adanya prinsip kepercayaan (fiduciary principle) dan 

prinsip kehati-hatian (frudential principle). Salah satu aplikasi prinsip kehati-

hatian adalah adanya barang jaminan. Tentu saja barang yang ditahan adalah 

barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas 

pengembalian hutangnya. Dalam praktiknya, Ar Rahn dapat terjadi dua 

kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk 

tersendiri. Manfaat yang diambil oleh BMT menggunakan produk jaminan antara 

lain32: 

1) Menjaga kemungkinan nasabah atau anggota bila lalai atau bermain-main 

dengan BMT. 

2) Memberikan rasa aman kepada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak 

akan hilang begitu saja ketika nasabah atau anggota melarikan diri. 

3) Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

keuangannya, karena ar rahn dapat dijadikan solusi. 

 

                                                            
31 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Banking & Finance, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), 

hlm. 189-190. 
32 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 

2011), hlm. 182-183. 
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G. Metode Penelitian 

Dalam setiap penelitian ilmiah, selalu menggunakan metode-metode 

tertentu agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan 

mengadakan pengamatan fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.33 Yaitu 

penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung 

ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.34 Adapun pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan yang sistematik atas 

fenomena-fenomena yang diselidiki.35 Metode observasi yang digunakan 

adalah observasi langsung (direct observation), yaitu pengamatan dan 

                                                            
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 26. 
34 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 100. 
35 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 136. 
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pencatatan secara sistematik terhadap fokus penelitian yang akan dikaji, 

yaitu penanganan BMT Beringharjo terhadap mitra yang memberikan 

jaminan dengan etikad tidak baik. 

b. Wawancara, dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan 

ditanyakan pada informan. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang 

lebih dalam tentang masalah penelitian, maka peneliti juga menggunakan 

wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) dan menekankan pada 

pendalaman yang terkait dengan penelitian.36 Berdasarkan analisis terhadap 

setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti mengajukan 

pertanyaan lanjutan yang lebih terarah pada tujuan penelitian. Informan 

dalam penelitian ini diantaranya adalah Staf Marketing, Staf RD, Analisis 

Pembiayaan, dan Karyawan BMT Beringharjo Yogyakarta. 

c. Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan penelitian dokumentasi 

(documentation research), yaitu tekhnik pengumpulan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen.37  Adapun data-data yang diperlukan 

diantaranya profil BMT Beringharjo, laporan tahunan, analisa pembiayaan, 

analisa jaminan, serta beberapa dokumen yang berkenaan dengan 

penelitian.  

3. Subjek dan Lokasi Penelitian 
                                                            

36 Koentjaningrat, Metode Wawancara, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 138. 
37 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 73. 
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Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti dan menjadi 

pusat perhatian atau sasaran peneliti.38 Dalam hal ini yang menjadi sasaran 

peneliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan penanganan terhadap nasabah 

yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik di BMT Beringharjo.  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai dengan 

Februari 2016 dengan mengambil lokasi penelitian di BMT Beringharjo 

Yogyakarta.  

4. Sifat Penelitian dan pendekatan masalah 

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu 

memaparkan penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik. Selanjutnya menganalisis pokok 

permasalahannya dengan tinjauan etika bisnis syariah yaitu etika bisnis al-

Ghazali. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. 

Yuridis yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan 

berkaitan dengan penanganan terhadap jaminan yang bermasalah, memperoleh 

penjelasan tentang penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik. Normatif karena menggunakan 

pandangan etika bisnis syariah yaitu etika bisnis al-Ghazali untuk menganalisis 

                                                            
38 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), hlm. 122. 
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penanganan BMT Beringharjo tersebut terhadap nasabah yang memberikan 

jaminan dengan etikat tidak baik. 

5. Tekhnik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data tentunya disesuaikan 

dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara 

kualitatif dan dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam praktik dengan 

teori yang diperoleh dalam perpustakaan. 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui 

analisis data Miles dan Hubermen yang menggunakan tiga tahap yaitu: data 

reduction, data display dan conclusion drawing/verification.39 

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut 

analisis kualitatifnya didasarkan pada data sekunder dari penelitian kepustakaan 

dengan didukung oleh data primer hasil penelitian di lapangan. 

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif. Metode 

induktif (khusus-umum) digunakan untuk menganalisis data di lapangan, 

sehingga dapat ditarik suatu pemahaman apakah penanganan BMT Beringharjo 

terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik sudah 

sesuai atau tidak. Dan digunakan untuk menganalisis bagaimana perspektif 

etika bisnis al-Ghazali terhadap penanganan yang dilakukan oleh BMT 
                                                            

39 Burhan Bungin, Penyusunan Kualitatif: Komunikasi…..hlm. 145-146. 
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Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak 

baik. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini akan dibagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, inti dan 

penutup. Penelitian ini akan diawali dengan Bab I. Pendahuluan tersebut berisi 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. Pendahuluan diletakkan di Bab I karena merupakan 

langkah awal dalam penelitian sehingga peneliti yang akan dilakukan dapat 

memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang benar dan dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki atau diharapkan. 

Bab II yang berisi landasan teori tentang Tinjauan Umum Terhadap Etika 

Bisnis, Tinjauan Umum Terhadap Etika Bisnis Syariah, Tinjauan Umum Tentang 

Jaminan. Diletakkan pada Bab II karena merupakan gambaran awal atau pengantar 

untuk memahami secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan etika nasabah 

dalam memberikan jaminan sehingga diharapkan akan menjadi modal lengkap 

dalam memasuki bab berikutnya. 

Bab III berisi profil singkat BMT Beringharjo Yogyakarta. Di letakkan 

pada Bab III karena merupakan inti bahasan dalam tesis ini yang menjadi bahan 

utama dalam analisis komprehensif pada bab berikutnya.  
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Bab IV hasil penelitian dan Pembahasan. Berisi tentang analisis terhadap 

jawaban beberapa penanganan terhadap nasabah dalam memberikan aspek 

jaminan yang dianalisis menggunakan Etika Bisnis Syariah. Uji kritis ini 

didasarkan pada kerangka teoritik yang disebutkan pada Bab I, di sinilah 

ditemukan hal-hal yang menjadi “pertanyaan” disusunnya tesis ini. 

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, diletakkan di akhir 

karena merupakan intisari dari jawaban yang merupakan kegelisahan diadakannya 

penelitian ini dan menjadi hasil akhir dari pertanyaan yang diajukan pada Bab I, 

intisari ini diambil dari pokok-pokok analisa komprehensif pada Bab IV. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan, dalam praktiknya, 

pihak BMT Beringharjo dihadapkan pada persoalan yang timbul dari perilaku 

nasabah (character) yang dianggap merugikan. Hal tersebut menjadi kendala 

dalam pelaksanaan akad pembiayaan di BMT Beringharjo. Dengan adanya 

pembiayaan bermasalah ketika akan melakukan eksekusi jaminan, barulah 

diketahui bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah sesuai/tidak sesuai dengan 

prosedur. Faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah adanya 

etikat tidak baik dari nasabah, tidak komitmen atas janjinya, tidak jujur, sulit 

ditemui dan dihubungi dan sengaja lari dari pembayaran angsuran, hal itulah yang 

menjadi ciri khas dari nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah.  

Penanganan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo adalah BMT Beringharjo akan 

menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan melalui evaluasi ulang. 

Berdasarkan hasil evaluasi ulang tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan apa 

yang seharusnya diambil. Banyaknya karakter nasabah yang menerima 

pembiayaan, BMT Beringharjo harus jeli menganalisis bagaimana karakter 

nasabah sebenarnya. Tahapan yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan pendekatan secara lunak atau 

persuasif yang lebih menekankan pada hubungan baik antara petugas dengan 
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nasabah pembiayaan menjelaskan bahwa dana yang dikelola merupakan milik 

ummat, kemudian pendekatan secara tegas, yang dilakukan bila segala upaya 

persuasif gagal dilaksanakan. Maka penanganan BMT Beringharjo terhadap 

nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik adalah yang pertama 

melalui negosiasi/musyawarah (non litigasi). Dimana dalam hasil negosiasi ada 

penyitaan jaminan dan ada yang diikhlaskan sesuai dari keadaan nasabah. Kedua, 

apabila nasabah sudah tidak kooperatif lagi maka penanganannya adalah melalui 

lembaga yang berwenang dalam hal ini pengadilan (litigasi). Namun, penanganan 

BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak 

baik masih lebih banyak diselesaikan secara musyawarah (non litigasi) daripada 

secara litigasi.  

Berdasarkan penanganan dari pihak BMT Beringharjo apabila 

dikorelasikan dengan etika bisnis yaitu perspektif al-Ghazali maka untuk nasabah 

yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik lebih banyak diselesaikan 

secara musyawarah/kekeluargaan, sedangkan penyelesaian secara litigasi masih 

sangat jarang dilakukan. Maka dari beberapa aspek tersebut pananganan BMT 

Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik 

bila dilihat dari etika bisnis persfektif al-Ghazali adalah sudah memenuhi  aspek 

keadilan, tidak mengandung kecurangan, memelihara relasi bisnis secara baik dan 

bersikap amanah, transaksi hutang piutang segera diselesaikan, dan mengurangi 

margin keuntungan karena keuntungan sesungguhnya adalah di akhirat kelak 
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bahkan dengan adanya cadangan penghapusan pembiayaan (CPP), dan 

menjauhkan diri dari transaksi yang menjurus ke arah syubhat.  

 
B. Saran 

Disarankan kepada BMT Beringharjo harus lebih meningkatkan sistem 

kehati-hatian dalam memberikan produk pembiayaan, karena dana yang dikelola 

bukan milik pribadi namun merupakan milik ummat. 

Disarankan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk memahami 

dari etika bisnis syariah, sehingga tercapai ekonomi Islam yang membumi. 

Dalam penelitian ini, hanya sebatas meneliti penanganan BMT Beringharjo 

terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etikat tidak baik, maka 

disarankan kepada peneliti selanjutnya, meneliti langsung dari aspek nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikat tidak baik. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN TINJAUAN ETIKA 
BISNIS SYARIAH TERHADAP NASABAH DALAM MEMBERIKAN 
JAMINAN (STUDI KASUS DI BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA) 
 

 

Peneliti : Apakah BMT Beringharjo yang pertama diresmikan di Yogyakarta? 

Narasumber : BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang diresmikan di           
Yogyakarta, bersamaan dengan BMT yang lainnya. 

Peneliti : Berapa jumlah kantor BMT Beringharjo? 

Narasumber : ada satu kantor pusat dan empat belas kantor cabang, dengan rincian: 

No. Nama Kantor Alamat  
1.  Kantor pusat Ringroad barat gamping Sleman, 

Yogyakarta. 
2.  Kantor Cabang 

Pabringan 
Jl. Pabringan Masjid Muttaqien Pasar 
Beringharjo Yogyakarta. 

3.  Kantor Cabang 
Malioboro 

Jl. Malioboro 161 Yogyakarta. 

4.  Kantor Cabang 
Kauman 

Jl. Kauman No. 14 Yogyakarta. 

5. Kantor Cabang 
Ponorogo 

Jl. Soekarno Hatta 180 D Ponorogo Jawa 
Timur. 

6. Kantor Cabang 
Madiun 

Jl. Asahan 28 Taman Madiun Jawa Timur. 

7. Kantor Cabang 
Bandung 

Jl. Kebon Jati No. 22, Kav. 18, Bandung 
Jawa Barat. 

8.  Kantor Cabang 
Kediri 

Jl. Patimura No. 117 Kediri, Jawa Timur. 

9.  Kantor Cabang 
Caruban 

Komplek ruko Caruban kota baru No. 13 A 
Caruban, Jawa Timur 

10. Kantor Cabang 
Semarang 

Jl. Wahid Hasyim 146 Semarang Jawa 
Tengah. 

11. Kantor Cabang 
Ngawi 

Kompleks pasar besar Ngawi, Jl. 
Mangkubumi No. 24 Ngawi, Jawa Timur. 

12. Kantor Cabang 
Nganjuk 

Jl. Soetomo 66 E Nganjuk, Jawa Timur. 

13. Kantor Cabang 
Bintaro 

Graha Matercella Blok E No. 81 Bintaro 
Jaya Sektor III A Tangerang. 

14. Kantor Cabang 
Pemb. Magetan 

Jl. Kunti 12  Sukowinangun Magetan Jawa 
Timur. 

15. Kantor Cabang 
Pemb. Pare 

Jl. Dieng 14 A Pasar Pamenang Pare, Kediri, 
Jawa Timur. 
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16. Kantor Cabang 
Pemb. Dolopo 

Jl. Madiun Ponorogo No. 461 Dolopo, 
Madiun, Jawa Timur. 

  

Peneliti : apa visi dan misi BMT Beringharjo? 

Narasumber : visinya adalah amanah, professional & mandiri 

Misinya adalah menjadikan BMT Beringharjo sebagai wadah 
pemberdayaan ekonomi umat melalui aktifitas ekonomi Islam. 

Peneliti : berapa jumlah nasabah dan asset BMT Beringharjo? 

Narasumber : nasabah sampai dengan Desember 2015 adalah sebanyak 5.557.000 
orang yang merupakan anggota, sedangkan jumlah yang belum 
anggota (calon anggota) adalah sebanyak 47.568 orang. 

Adapun jumlah asset BMT Beringharjo sampai dengan tahun 2014 
adalah sebesar 98 miliar. 

Peneliti : di dalam simpanan mudharabah, bagaimana sistem bagi hasilnya dan 
jangka waktu peminjaman? 

Narasumber : nisbah bagi hasil untuk mudharabah biasa adalah 25% dari 
pendapatan BMT beringharjo. Sedangkan untuk jangka waktu 
peminjaman ada yang bulanan yaitu maksimal 36 bulan, mingguan 
maksimal 18 minggu, dan harian maksimal 100 hari. Untuk simpanan 
mudharabah berjangka bagi hasil yang diterima untuk tiga bulan 
adalah 30% : 70%. Untuk yang enam bulan adalah 35% : 65%. 
Sedangkan untuk yang 12 bulan adalah 40% : 60%. Jumlah maksimum 
pembiayaan adalah 500 juta, dan minimum 300 ribu rupiah. 
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1. Bagaimana penyelesaian jaminan yang diberikan dengan jaminan yang 

dipalsukan? 

Penyelesaian terhadap jaminan yang dipalsukan, ada dua penyelesaian, pertama 

melalui polisi, yang kedua dengan cara kekeluargaan. Kalau pemalsuan jarang 

dilaporkan ke polisi karena ditakutkan BMT Beringharjo diekspos (nama baik 

BMT Beringharjo jadi jelek). Pada permasalahan jaminan dengan mark-up 

(harga pasar) ditinggikan, misalnya harga kios hanya 25 juta rupiah tapi di mark 

up menjadi 50 juta rupiah. Untuk permasalahan seperti ini BMT Beringharjo 

katakanlah untuk pembiayaan 30 juta rupiah, berarti loss 15 juta rupiah (artinya 

harga riilnya 25 juta rupiah) dia mengajukan pembiayaan 30 juta rupiah selain 

bagi hasil dan pokoknya anggaplah 15 juta rupiah, jadi loss 15 juta rupiah. 

Apabila seperti itu, si nasabah wanprestasi yang diselesaikan hanya yang loss 

yaitu antara 15 juta rupiah sampai 20 juta rupiah, dan langsung proses balik 

nama, karena tidak bisa dilelang, biasanya ditawarkan oleh pihak BMT ke orang 

lain, kalau tidak ditempeli di dinding kios dengan tulisan “kios ini dijual hubungi 

BMT Beringharjo”. Dengan catatan bahwa ini sudah merupakan kesepakatan 

dengan mitra sambil menyelesaikan loss nya tersebut. Cara pengikatannya 

adalah melalui dinas pasar, menjelaskan kepada pihak pengelola pasar bahwa 

kios tersebut berada dalam penanganan BMT Beringharjo dan kartu pasarnya itu 

di BMT Beringharjo. Untuk kasus pemalsuan tanda tangan biasanya untuk 
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pembiayaan yang kecil-kecil, karena untuk plafon yang besar akan benar-benar 

kita cek. Misalnya untuk kasus pemalsuan tanda tangan adalah, suami 

mengajukan pembiayaan, diperlukan tanda tangan istri, maka si suami 

memalsukan tanda tangan istri, dengan catatan bahwa jaminan tersebut adalah 

milik suami. Maka ketika pembiayaan bermasalah, kemudian akan dilakukan 

eksekusi jaminan diperlukan tanda tangan istri, maka akan kelihatan bahwa 

tanda tangan tersebut adalah palsu. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama 

dengan shock terapi. Seandainya dibawa ke ranah hukum, dilaporkan bahwa 

pemalsuan tanda tangan, kemudian masuk delik aduan, kemudian disampaikan ke 

mitranya sudah dilaporkan ke polisi. Biasanya dengan begitu mitra akan merasa 

ketakutan, kalau masih terkoper jaminan, terutama cuman pembiayaan one 

making (biasanya pembiayaan 5 juta rupiah ke bawah), maka jaminan langsung 

diambil oleh pihak BMT Beringharjo, misalnya jaminan yang diberikan adalah 

sepeda motor, diambil bukan untuk dijual, akan tetapi untuk ditahan sampai 

mitra melunasi pembiayaannya, apabila sudah dilunasi maka motor tersebut 

dikembalikan kepada mitra, dimana motor (jaminan tersebut) tidak hanya 

disimpan, akan tetapi pihak BMT Beringharjo menyimpan dan merawatnya. 

Eksekusi jaminan untuk benda bergerak, tidak langsung dijual, akan tetapi 

ditahan dulu dengan tujuan barangkali si mitra masih sayang dengan berbeda 

jaminannya tersebut sehingga mitra akan melunasinya. Akan tetapi apabila dia 

tidak punya harta untuk melunasinya, maka dia akan menerima surat inventori 
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(surat kesepakatan jika benda jaminan dijual melebihi kewajiban yang harus dia 

bayar maka itu akan dikembalikan tetapi apabila kurang maka akan di 

rescheduling. Untuk menutupi biaya loss tersebut pihak BMT Beringharjo 

mengeluarkan cadangan penghapusan pembiayaan (CPP) setiap tahun, pada 

pembiayaan macet dengan tenggang waktu dua tahun. Penanganan yang pertama 

dilakukan BMT kepada nasabah yang memberikan jaminan dengan etikad tidak 

baik adalah melalui musyawarah, apabila mitra masih kooperatif, maka tidak 

akan melanjutkan ke ranah hukum. Tetapi apabila nasabah sudah ada 

perlawanan, misalnya tidak terima ketika jaminannya dieksekusi, maka pihak 

BMT akan melawan melalui prosedur hukum sesuai prosedur. 

2. Sampai sejauh ini, apakah sudah pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan? 

Sampai sejauh ini, sudah pernah sampai ke Pengadilan masalah tentang etikad 

tidak baik nasabah dalam memberikan jaminan. Dari awal etikad dari mitra 

adalah baik, namun kedudukan dari jaminan yang bermasalah, seperti peristiwa 

cek kosong yang dijadikan mitra sebagai jaminan. Maksud dari kedudukan 

jaminan yang bermasalah adalah sebelum jatuh tempo belum ada masalah, 

namun ketika sudah jatuh tempo maka setelah pergi ke Bank ternyata cek tersebut 

adalah kosong. Maka penanganan yang pertama adalah diberikan surat 

peringatan, misalnya pada tanggal tertentu seharusnya di cek tersebut sudah ada 

isinya namun ketika pergi ke Bank ternyata cek tersebut adalah kosong, karena 

pada awalnya mitra tersebut adalah optimis bahwa usahanya akan berhasil, 
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etikadnya baik namun yang bermasalah adalah ketepatan dari mitra untuk 

menyetor ke cek tersebut, ketika hendak dilakukan eksekusi ternyata dia tidak 

mampu, karena isi dari cek tersebut tidak mencukupi untuk menutupi 

pembiayaannya. Maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri 

dengan kasus penipuan, dan akhirnya di penjara, karena dalam kasus tersebut 

ada dua kasus yaitu pidana dan perdata. Perdatanya adalah kasus hutang 

piutang, maka harus segera diselesaikan masalah utang piutangnya. Sedangkan 

kasus pidana adalah di penjara dengan kasus penipuan.     
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1. Bagaimana penyelesaian terhadap nasabah yang memberikan jaminan yang belum 

balik nama? 

Eksekusi apabila jaminan belum balik nama, di akad sudah tertulis barang 

tersebut atas nama siapa. Yang pinjam dan yang punya jaminan harus sama-

sama menandatangani akad pembiayaan. Dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah sudah dijelaskan kepada mitra bahwa apabila pembiayaan 

bermasalah maka jaminan tersebut akan menjadi milik BMT Beringharjo. 

Apabila di kemudian hari terjadi masalah maka pihak BMT Beringharjo sudah 

ada surat berupa surat pernyataan yang intinya bahwa jaminan tersebut belum 

atas nama sendiri karena belum sempat balik nama, seandainya apabila mitra 

berbohong maka pihak BMT Beringharjo sudah memiliki alat bukti yang kuat 

karena surat pernyataan tersebut dipakai materai juga. Maka cara 

penyelesaiannya pertama adalah melalui surat pernyataan itu, maka apabila 

memang mitra berbohong atau dengan etikad tidak baik pihak BMT Beringharjo 

akan tetap mengambil barang jaminan. Biasanya jaminan seperti ini biaya 

pembiayaan sama-sama digunakan oleh kedua belah pihak. Misalnya si A yang 

mengajukan permohonan pembiayaan, menggunakan jaminan mobil si B, maka 

tanpa sepengatahuan pihak BMT Beringharjo uang yang diberikan adalah 

digunakan oleh pihak A dan B. Dari awal pihak BMT Beringharjo tidak 

mengetahui bahwa biaya pembiayaan tersebut adalah digunakan kedua belah 

pihak, ini terkuat ketika pembiayaan macet. Dari awal posisi jaminan tersebut 
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merupakan milik orang lain, itu diketahui oleh pihak BMT Beringharjo, namun 

yang tidak diketahui oleh pihak BMT adalah pembagian dari jumlah pembiayaan 

yang diterima oleh mitra. Apabila sudah macet maka jaminannya yang diambil 

atau dijual, apabila sudah seperti ini maka yang diambil hanya pokoknya saja 

tanpa biaya bagi hasilnya. Yang pertama itu adalah secara kekeluargaan, yang 

sering terjadi adalah jaminan tersebut digadaikan kepada orang lain, ketika 

dilakukan eksekusi orangnya sudah pergi, maka dimusyawarahkan kepada 

keluarganya. Apabila tidak bisa melalui keluarganya maka melalui unitnya, 

tergantung jumlah pembiayaan yang diberikan karena apabila dalam jumlah 

pembiayaan yang besar melalui bantuan polisi. Dalam eksekusi ini apabila macet 

langsung eksekusi, bukan itu yang dilakukan karena tabiat dari masing-masing 

mitra itu adalah berbeda. Untuk pembiayaan yang kecil-kecil bermasalah apabila 

sudah dua tahun maka di hapus buku. 

2. Bagaimana penyelesaian untuk pembiayaan yang ada di akad tersebut: 

Penyelesaian yang di akad, kasusnya adalah jaminan mobil dengan pembiayaan 

20 juta rupiah. Kasus tersebut mobil diambil,  namun masih ada kekuarangan 

maka diikhlaskan oleh pihak BMT Beringharjo. Dari awal sudah sesuai dengan 

prosedur, namun ditengah pembiayaan, mitra mempunyai tujuan yang lain, 

sehingga mobil yang dijadikan jaminan di BMT beringharjo dijaminkan lagi ke 

pihak lain. Masalah dari jumlah kekurangan dari hutang adalah resiko dari BMT 

Beringharjo.  
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1. Untuk produk pembiayaan salah satu persyaratannya adalah adanya jaminan, 

bagaimana ketentuan jaminan dalam pembiayaan? 

 jaminan harus minimal 50%, jaminan harus bisa mengkoper pinjaman, 

apabila pinjaman 10 juta maka jaminan yang harus diberikan adalah 20 juta. 

Namun apabila tabungan lain, misalnya pinjam an kecil tabungan uang 

dengan nyimpan 500 pinjam 1 juta. 

2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menangani nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik? 

jaminan kios, transaksinya ditinggikan oleh pihak mitra, yang sudah dilihat 

oleh tim, masalah karakter. 

3. Bapak/Ibu telah pernah menangani kasus nasabah yang memberikan jaminan 

dengan etikad tidak baik, bagaimana sikap nasabah? 

tidak mau mengikuti prosedur yang diperintahkan. 

4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang motif nasabah memberikan jaminan dengan 

etikad tidak baik? 

pihak BMT sudah menjelaskan maksud dari jaminan, dinaikkan transaksi, 

ingin untung lebih banyak. 

5. Berapa lama waktu yang diberikan kepada nasabah yang memberikan jaminan 

dengan etikad tidak baik untuk melunasi hutangnya? 

SP, SP1, SP2, SP3, treatment. Ada yang 6 bulan sampai 7 bulan baru 

dieksekusi. 

6. Bagaimana penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik? 

apabila jaminan sepeda motor, kecil maka di WO, atau penghapusan 

pinjaman, pinjaman yang sudah lebih dari 2 tahun orangnya hilang, maka di 

hapuskan. Yang sering d WO yang kecil-kecil, kenderaan motor juga.  
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1. Untuk produk pembiayaan salah satu persyaratannya adalah adanya jaminan, 

bagaimana ketentuan jaminan dalam pembiayaan? 

standar operasional prosedur dari BMT Beringharjo adalah mitra harus 

memberikan jaminan, misalnya dengan jaminan simpanan, sertifikat, ketika 

ada masalah diambil jaminan. BPKB kenderaan, ada plafon tersendiri, 

misalnya dengan fidusia. Sertifikat biasanya tidak semua dapat diterima, 

masih punya yang hubungan darah. 

2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menangani nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik? 

niat dari nasabah yang tidak bagus biasanya pada BPKB yang belum balik 

nama, dijadikan jaminan diloloskan oleh pihak BMT, ada juga ketika 

disurvey, ternyata diberikannya jaminan STNK yang sudah kadaluarsa 

diberikan ke pihak BMT, STNK yang seharusnya sudah mati fotocopy diatas 

copy dengan mengubah tanggal kadaluarsa dari BPKB sehingga seolah-olah 

masih hidup padahal sudah mati. Merupakan salah satu kesalahan dari pihak 

BMT karena tidak dicek yang asli dengan yang fotocofy. Sehingga berdampak 

dikemudian hari.  

3. Bapak/Ibu telah pernah menangani kasus nasabah yang memberikan jaminan 

dengan etikad tidak baik, bagaimana sikap nasabah? 

dengan niat manipulasi data, sehingga sebisa mungkin si nasabah 

menghindar, semaksimal mungkin tidak mau menemui petugas pihak BMT 

bahkan melarikan diri.  

4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang motif nasabah memberikan jaminan dengan 

etikad tidak baik? 

menyebabkan nasabah mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. 

Permasalahan tersebut antara lain adalah banyaknya pengeluaran tak 

terduga, seringnya tidak konsisten dalam usaha atau sering ganti-ganti 
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usaha, tabungan menipis karena kebutuhan sekolah anak yang semakin 

mahal, dan sudah tidak bekerja lagi. Permasalahan tersebut menyebabkan 

mitra mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya. 

kebanyakan pelakunya adalah para pedagang jual-beli mobil. Ketika 

mobilnya tidak laku, akhirnya dia memanipulasi data, misalnya yang 

sebenarnya harga umum mobilnya adalah 30 juta, apabila untuk 

menghidupkan pajak tentu akan adanya pengualaran kembali oleh pihak dari 

mitra untuk menghidupkan pajaknya, nasabah tidak ingin rugi.   

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap banyaknya nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik? 

salah satu resiko dari LKS.  tidak semua mitra yang datang adalah sesuai 

yang kita harapkan, dari awal semua prosedur pembiayaan sudah dilakukan 

dari survey usaha, jaminannya.  

6.  Berapa lama waktu yang diberikan kepada nasabah yang memberikan 

jaminan dengan etikad tidak baik untuk melunasi hutangnya? 

jangka waktu yang diberikan adalah sesegera mungkin atau sedini mungkin 

krena apabila didiamkan dalam waktu yang lama pihak BMT akan rugi,  

7. Bagaimana penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang 

memberikan jaminan dengan etikad tidak baik? 

ketika sudah ada masalah sperti itu, dengan jaminan yang diberikan diawal 

sudah tidak sesuai prosedur (tidak sesuai), maka yang dilakukan pihak BMT 

adalah melakukan silaturrahmi, dan menjelaskan kepada pihak mitra bahwa 

dana yang dikelola bukan milik pribadi akan tetapi dana ummat 

(masyarakat), serta menjelaskan dari sisi agamanya misalnya apabila hutang 

tidak dibayar, sehingga disadarkan dari aspek agamanya. Maka didekati dari 

sisi emosional dan dari sisi keagamaannya, itu yang dilakukan dengan 

menyadarkan pihak mitra,  bahwa hutang wajib dibayar. Apabila mitra 

setelah dikunjungi dan dijelaskan dari aspek agama maka diselasaikan 

dengan litigasi atau melalui cadangan penghapusan pembiayaan (CPP) yang 
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dikelurkan setiap akhir tahun. Yang paling banyak dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan adalah dengan musyawarah, dan banyak 

terselesaikan. 
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1. Untuk produk pembiayaan salah satu persyaratannya adalah adanya jaminan, 

bagaimana ketentuan jaminan dalam pembiayaan? 

Syaratnya 70% dari pinjaman, kecuali untuk jaminan kios pasar adalah 50%. 

Diperkirakan untuk mengkoper angka pokok pinjaman. 

2. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menangani nasabah yang memberikan 

jaminan dengan etikad tidak baik? 

Dari karakter, apabila dari awal punya etikad tidak baik, maka segera dilakukan 

eksekusi. 

3. Bapak/Ibu telah pernah menangani kasus nasabah yang memberikan jaminan 

dengan etikad tidak baik, bagaimana sikap nasabah? 

Adanya perlawanan dari nasabah, kadang-kadang dikaitkan dengan pihak polisi 

misalnya untuk sengketa lelang tanah. 

4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang motif nasabah memberikan jaminan dengan 

etikad tidak baik? 

Motifnya untuk membohongi pihak BMT, biasanya karena dana tidak dipakai 

sendiri, misalnya si A punya mobil dan yang mengajukan adalah B, sehingga 

dana pembiayaan dipakai oleh kedua belah pihak pihak yang seperti ini yang 

sering kabur atau lari. Meskipun sudah dijelaskan maksud dari jaminan, namun 

pihak BMT menerima jaminan yang belum balik nama, sehingga inilah celah dari 

beberapa nasabah untuk mengelabui pihak BMT. Waktu awal pembiayan 

biasanya masih lancar-lancar saja namun setelah lebih dari 3 bulan biasanya 
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mulai terlihat apakah nasabah beretikad baik atau tidak. Yang banyak terjadi 

adalah nasabah yang memberikan jaminan bukan atas nama sendiri boleh untuk 

memberikan pertolongan bagi anggota yang belum punya kenderaan 

membutuhkan dana untuk usahanya. 

5. Berapa lama waktu yang diberikan kepada nasabah yang memberikan jaminan 

dengan etikad tidak baik untuk melunasi hutangnya? 

Benda tidak bergerak (sertifikat) :6 bulan sampai 1 tahun, (tiap SP 1 bulan) SP, 

SP1, SP2, SP3, jadi butuh waktu 4 bulan, dan untuk proses pelelangan butuh 

waktu 2 bulan, jadi waktu yang dibutuhkan adalah 6 bulan. Untuk benda 

bergerak waktunya lebih singkat, langsung melapor pelanggaran fidusia 

terdaftar ke polisi, dari SP-SP3 langsung ke polisi jadi hanya butuh 4 bulan. 

6. Bagaimana penanganan BMT Beringharjo terhadap nasabah yang memberikan 

jaminan dengan etikad tidak baik? 

Sebelum eksekusi dalam menangani jaminan yang bermasalah yang lebih 

didahulukan adalah dengan kekeluargaan, tetapi apabila secara kekeluargaan 

tidak bisa sangat terpaksa untuk melakukan eksekusi, namun lebih diusahakan 

secara kekeluargaan. Apabila diselesaikan secara kekeluargaan banyak manfaat 

yang diterima diantaranya biaya tidak banyak, waktu yang singkat. Langkah 

eksekusi apabila nasabah sudah tidak kooperatif lagi sehingga ditempuh jalan 

eksekusi sebagai langkah terakhir, jalan musyawarah tetap diusahakan, kecuali 
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orangnya telah kabur/lari. Banyak yang diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, 

bisa dibandingkan 70% dengan 30%.  

7. Apabila nonlitigasi bagaimana prosedurnya? 

Lebih sedikit yang secara hokum, terlalu banyak waktu dan biaya, biasanya jalur 

hokum, karena pengikatannya adalah fidusia sehingga melapor ke polisi, namun 

apabila sertifikat melalui KPKLN dan melalui pengadilan negeri belum ada 

perangkat yang mendukung di PA. ini apabila anggota banyak perlawanan. 
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